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RANCANGANRANCANGAN

UNDANG-UNDAUNDANG-UNDANG NG REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUNNOMOR ... TAHUN ….….  
 TENTANG TENTANG

IBU KOTA NEGARAIBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Menimbang : : a. a. bahwa Negara Kesatuan Republik bahwa Negara Kesatuan Republik IndonesiaIndonesia

dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegaradibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaansebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

 Tahun 194 Tahun 1945 dengan berl5 dengan berlandaskan paandaskan pada Pancasilda Pancasila;a;

b. b. bahwa bahwa upaya upaya memperbaiki memperbaiki tata tata kelola kelola wilayah wilayah IbuIbu

Kota Negara adalah bagian dari upaya untukKota Negara adalah bagian dari upaya untuk

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimanamewujudkan tujuan bernegara sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, yaitu melindungidimaksud dalam huruf a, yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahsegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraandarah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkanmelaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
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kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial;sosial;

c. c. bahwa bahwa tata tata kelola kelola Ibu Ibu Kota Kota Negara Negara selain selain menjadimenjadi

sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakatsarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu KotaIndonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota
Negara yang aman, modern, berkelanjutan, danNegara yang aman, modern, berkelanjutan, dan

berketahanan, serta menjadi acuan bagiberketahanan, serta menjadi acuan bagi

pembangunan dan penataan wilayah lainnya dipembangunan dan penataan wilayah lainnya di

Indonesia;Indonesia;

d. d. bahwa bahwa hingga hingga saat saat ini, ini, belum belum ada ada undang-undangundang-undang

 yang  yang mengatur mengatur secara secara khusus khusus tentang tentang Ibu Ibu KotaKota

Negara;Negara;

e. e. bahwa bahwa Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 29 29 Tahun Tahun 20072007

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusustentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanIbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia hanya mengatur penetapanRepublik Indonesia hanya mengatur penetapan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaiProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibu kota Ibu kota Negara Kesatuan Republik IndonesiNegara Kesatuan Republik Indonesia;a;

f. f. bahwa bahwa berdasarkaberdasarkan n pertimbangan pertimbangan sebagaimanasebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufdimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf

d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undangd, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang

tentang Ibu Kota tentang Ibu Kota Negara;Negara;

Mengingat Mengingat : : Pasal Pasal 4 4 ayat ayat (1), (1), Pasal Pasal 5 5 ayat ayat (1), (1), Pasal Pasal 18 18 ayat ayat (1), (1), PasalPasal

18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan BersamaDengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAINDONESIA

dandan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:

Menetapkan Menetapkan : : UNDANG-UNDUNDANG-UNDANG ANG TENTANG TENTANG IBU IBU KOTA KOTA NEGARANEGARA

BAB IBAB I  

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

Pasal 1Pasal 1  

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.1.   Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara KesatuanIbu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.Republik Indonesia.

2.2.   Ibu Kota Negara bernama Nusantara danIbu Kota Negara bernama Nusantara dan

selanjutnya disebut sebagai IKN Nusantara adalahselanjutnya disebut sebagai IKN Nusantara adalah

satuan pemerintahan daerah yang bersifat satuan pemerintahan daerah yang bersifat khususkhusus

setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempatsetingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat
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kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimanakedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana

ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

3.3.   Lembaga Negara adalah lembaga yangLembaga Negara adalah lembaga yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, danmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan

 yudikatif  yudikatif di di tingkat tingkat pusat, pusat, serta serta lembaga lembaga lainlain
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undangsebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

undang-undang.undang-undang.

4.4.   Pemerintah Pusat adalah Presiden RepublikPemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaanIndonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan Negara Republik Indonesia yangpemerintahan Negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteridibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.5.   Presiden adalah Presiden Republik IndonesiaPresiden adalah Presiden Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.6.   Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yangDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang

selanjutnya disingkat DPR adalah Dewanselanjutnya disingkat DPR adalah Dewan

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalamPerwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

 Tahun 194 Tahun 1945.5.

7.7.   Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

 yang  yang selanjutnselanjutnya ya disingkadisingkat t DPD DPD adalah adalah DewanDewan

Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalamPerwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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 Tahun 194 Tahun 1945.5.

8.8.   Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota NegaraPemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara

Nusantara yang selanjutnya disebut sebagaiNusantara yang selanjutnya disebut sebagai

Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

adalah pemerintahan daerah yang bersifat khususadalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus
 yang  yang menyelenmenyelenggarakan ggarakan urusan urusan pemerintahpemerintahan an didi

IKN Nusantara.IKN Nusantara.

9.9.   Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota NegaraPemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara

Nusantara yang selanjutnya disebut sebagaiNusantara yang selanjutnya disebut sebagai

Otorita IKN Nusantara adalah penyelenggaraOtorita IKN Nusantara adalah penyelenggara

Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara.Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara.

10.10.   Kepala Kepala Otorita Otorita Ibu Ibu Kota NKota Negara egara Nusantara Nusantara yangyang

selanjutnselanjutnya disebut Kepala Otorita ya disebut Kepala Otorita IKN NusantaraIKN Nusantara

adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kotaadalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota

Negara Nusantara.Negara Nusantara.

11.11.   Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara NusantaraWakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara

 yang selan yang selanjutnya disejutnya disebut Wakil Kepbut Wakil Kepala Otorita IKNala Otorita IKN

Nusantara adalah wakil Kepala Otorita IKNNusantara adalah wakil Kepala Otorita IKN

Nusantara Nusantara yang yang bertugas bertugas membantu membantu pelaksanaanpelaksanaan

tugas dan fungsi Kepala Otorita IKN Nusantara.tugas dan fungsi Kepala Otorita IKN Nusantara.

12.12.   Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota NegaraKawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara

Nusantara Nusantara yang yang selanjutnya selanjutnya disingkat disingkat KSN KSN IKNIKN

Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupanNusantara adalah kawasan khusus yang cakupan

wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diaturwilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur

dengan Undang-Undang ini.dengan Undang-Undang ini.

13.13.   Rencana Induk Ibu Kota Negara Nusantara yangRencana Induk Ibu Kota Negara Nusantara yang
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selanjutnselanjutnya disebut Rencana Induk ya disebut Rencana Induk IKN NusantaraIKN Nusantara

adalah dokumen perencanaan terpadu dalamadalah dokumen perencanaan terpadu dalam

melaksanakan persiapan, pembangunan, danmelaksanakan persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara, sertapemindahan Ibu Kota Negara, serta

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
IKN Nusantara.IKN Nusantara.

14.14.   Barang Milik Negara adalah semua barang yangBarang Milik Negara adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban Anggarandibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan Belanja Negara atau berasal dariPendapatan Belanja Negara atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.perolehan lainnya yang sah.

15.15.   Barang Milik Daerah adalah semua barang yangBarang Milik Daerah adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban Anggarandibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dariPendapatan Belanja Daerah atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.perolehan lainnya yang sah.

16.16.   Tanah  Tanah adalah adalah permukaan permukaan bumi, bumi, baik baik berupaberupa

daratan maupun yang tertutup air, termasukdaratan maupun yang tertutup air, termasuk

ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalamruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam

batas tertentu yang penggunaan danbatas tertentu yang penggunaan dan

pemanfaatannya terkait langsung maupun tidakpemanfaatannya terkait langsung maupun tidak

langsung dengan penggunaan dan pemanfaatanlangsung dengan penggunaan dan pemanfaatan

permukaan bumi.permukaan bumi.

17.17.   Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HATHak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT

adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukumadalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum

antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasukantara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk

ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawahruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah

 Tanah untuk men Tanah untuk menguasai, memilikguasai, memiliki, menggunakani, menggunakan,,
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dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah,dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah,

ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawahruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah

 Tanah. Tanah.

Pasal 2Pasal 2  
IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untukIKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk

semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuansemua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan

untuk:untuk:

a.a.   menjadi kota berkelanjutan di dunia;menjadi kota berkelanjutan di dunia;

b.b.   sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masasebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa

depan; dandepan; dan

c.c.   menjadi simbol identitas nasional yangmenjadi simbol identitas nasional yang

merepresentasikan keberagaman bangsamerepresentasikan keberagaman bangsa

Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahunUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.1945.

Pasal 3Pasal 3  

(1)(1)   Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakanUndang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan

berdasarkan asas:berdasarkan asas:

a.a.   ketuhanan;ketuhanan;

b.b.   pengayoman;pengayoman;

c.c.   kemanusiaan;kemanusiaan;

d.d.   kebangsaan;kebangsaan;

e.e.   kenusantaraan;kenusantaraan;
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f.f.   kebinekatunggalikaan;kebinekatunggalikaan;

g.g.   keadilan;keadilan;

h.h.   kesamaan kedudukan dalam hukum dankesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan;pemerintahan;

i.i.   ketertiban dan kepastian hukum;ketertiban dan kepastian hukum;
 j. j.   keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

dandan

k.k.   efektivitas dan efisiensi pemerintahan.efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

(2)(2)   Pembangunan dan pengembangan IKN NusantaraPembangunan dan pengembangan IKN Nusantara

dilaksanakan berdasarkan prinsip:dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.a.   kesetaraan;kesetaraan;

b.b.   keseimbangan ekologi;keseimbangan ekologi;

c.c.   ketahanan;ketahanan;

d.d.   keberlanjutan pembangunan;keberlanjutan pembangunan;

e.e.   kelayakan hidup;kelayakan hidup;

f.f.   konektivitas; dankonektivitas; dan

g.g.   kota cerdas.kota cerdas.

BAB IIBAB II  

PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN,PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN,

CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA ICAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUKNDUK

Bagian KesatuBagian Kesatu

PembentukanPembentukan
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Pasal 4Pasal 4  

(1)(1)   Dengan UndangDengan Undang –  – Undang ini dibentuk:Undang ini dibentuk:

a.a.   IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; danIKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan

b.b.   Otorita IKN Nusantara sebagai lembagaOtorita IKN Nusantara sebagai lembaga

setingkat kementerian yangsetingkat kementerian yang

menyelenggarakan Pemerintahan Daerahmenyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Khusus IKN Khusus IKN Nusantara.Nusantara.

(2)(2)   PengalihPengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu an kedudukan, fungsi, dan peran Ibu KotaKota

Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu KotaNegara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota

 Jakarta  Jakarta ke ke IKN IKN Nusantara Nusantara ditetapkan ditetapkan dengandengan

Keputusan Presiden.Keputusan Presiden.

(3)(3)   Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksudOtorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab termasukpada ayat (1) huruf b bertanggung jawab termasuk

tetapi tidak terbatas pada kegiatan persiapan,tetapi tidak terbatas pada kegiatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Bagian KeduaBagian Kedua

Kedudukan dan KekhususanKedudukan dan Kekhususan

Pasal 5Pasal 5  

(1)(1)   IKN Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota NegaraIKN Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempatKesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat,penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat,

serta tempat kedudukan perwakilan negara asingserta tempat kedudukan perwakilan negara asing

dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

(2)(2)   Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifatSebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat
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khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKNkhusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusanNusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diaturpemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur

dengan Undang-Undang ini.dengan Undang-Undang ini.

(3)(3)   Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerahDikecualikan dari satuan pemerintahan daerah
lainnya, di IKN Nusantara hanya diselenggarakanlainnya, di IKN Nusantara hanya diselenggarakan

pemilihan umum tingkat nasional.pemilihan umum tingkat nasional.

(4)(4)   Kepala Otorita IKN Nusantara merupakan kepalaKepala Otorita IKN Nusantara merupakan kepala

pemerintah daerah khusus IKN Nusantara yangpemerintah daerah khusus IKN Nusantara yang

berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk,berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk,

diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelahdiangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah

berkonsultasi dengan DPR.berkonsultasi dengan DPR.

(5)(5)   Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

menjalankan fungsi dan peran pemerintahanmenjalankan fungsi dan peran pemerintahan

daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undangdaerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang

ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusanundangan ditentukan sebagai urusan

pemerintahpemerintahan an pusat.pusat.

(6)(6)   Otorita IKN Nusantara berhak menetapkanOtorita IKN Nusantara berhak menetapkan

peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahanperaturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan

Daerah Daerah Khusus Khusus IKN IKN Nusantara Nusantara dan/ataudan/atau

melaksanakmelaksanakan an kegiatan persiapan, pembangunan,kegiatan persiapan, pembangunan,

dan pemindahan Ibu Kota Negara.dan pemindahan Ibu Kota Negara.

(7)(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tataKetentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata

cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerahcara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Khusus IKN Nusantara, pembentukan peraturanKhusus IKN Nusantara, pembentukan peraturan
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IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain,IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain,

serta pelaksanaan kegiatan persiapan,serta pelaksanaan kegiatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negarapembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara

oleh Otorita IKN oleh Otorita IKN Nusantara diatur dalam PeraturanNusantara diatur dalam Peraturan

Presiden.Presiden.

Bagian KetigaBagian Ketiga

Cakupan WilayahCakupan Wilayah

Pasal 6Pasal 6

(1)(1)   Posisi IKN Nusantara secara geografis terletakPosisi IKN Nusantara secara geografis terletak

pada:pada:

a.a.  Bagian Utara pada 117° 0' 31.292" Bujur TimurBagian Utara pada 117° 0' 31.292" Bujur Timur

dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan;dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan;

b.b.  Bagian Selatan pada 117° 11' 51.903" BujurBagian Selatan pada 117° 11' 51.903" Bujur

 Timur dan 1°  Timur dan 1° 15' 25.260" Lin15' 25.260" Lintang Selatatang Selatan;n;

c.c.   Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur TimurBagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur

dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan; dandan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan; dan

d.d.  Bagian Timur pada 117° 18' 28.084" BujurBagian Timur pada 117° 18' 28.084" Bujur

 Timur dan 1°  Timur dan 1° 6' 42.398" Linta6' 42.398" Lintang Selatanng Selatan..

(2)(2)   IKN Nusantara meliputi wilayah daratan seluasIKN Nusantara meliputi wilayah daratan seluas

kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluhkurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh

enam ribu seratus empat puluh dua hektar) danenam ribu seratus empat puluh dua hektar) dan

wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189

ha (enam puluh delapan ribu seratus delapanha (enam puluh delapan ribu seratus delapan

puluh sembilan hektar),puluh sembilan hektar),  dengan batas wilayah:dengan batas wilayah:
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a.a.  sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatansebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, TelukTeluk

Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat,Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat,

Kecamatan Balikpapan Utara, dan KecamatanKecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan

Balikpapan Timur Kota Balikpapan Timur Kota BalikpapanBalikpapan;;
b.b.  sebelah barat berbatasan dengan Kecamatansebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara danLoa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam PaserKecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser

Utara;Utara;

c.c.   sebelah utara berbatasan dengan Kecamatansebelah utara berbatasan dengan Kecamatan

Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan KecamatanLoa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan

Sanga-SanSanga-Sanga Kabupaten Kutai ga Kabupaten Kutai Kartanegara; danKartanegara; dan

d.d.  sebelah timur berbatasan dengan Selatsebelah timur berbatasan dengan Selat

Makassar.Makassar.

(3)(3)   Luas wilayah darat IKN Nusantara sebagaimanaLuas wilayah darat IKN Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) meliputi:meliputi:a.a.  kawasan IKN Nusantara seluas kurang lebihkawasan IKN Nusantara seluas kurang lebih

56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus

delapan puluh hektar); dandelapan puluh hektar); dan

b.b.  kawasan pengembangan IKN Nusantara seluaskawasan pengembangan IKN Nusantara seluas

kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilankurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan

puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluhpuluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh

dua hektar).dua hektar).

(4)(4)   Kawasan IKN Nusantara sebagaimana dimaksudKawasan IKN Nusantara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusatpada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat

pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacupemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu
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pada pada Rencana Induk Rencana Induk IKN Nusantara IKN Nusantara dan dan RencanaRencana

 Tata Ruang K Tata Ruang KSN IKN NusantaraSN IKN Nusantara..

(5)(5)   Cakupan dan batas wilayah sebagaimanaCakupan dan batas wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampirantercantum dalam Lampiran

I Peta Delineasi dan Koordinat IKN I Peta Delineasi dan Koordinat IKN Nusantara yangNusantara yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN IKNUndang ini dan ditetapkan sebagai KSN IKN

NusantaraNusantara..  

Bagian KeempatBagian Keempat

Rencana Induk IKN NusantaraRencana Induk IKN Nusantara

Pasal 7Pasal 7

(1)(1)   Rencana Induk IKN Nusantara merupakanRencana Induk IKN Nusantara merupakan

dokumen perencanaan terpadu yang menjadidokumen perencanaan terpadu yang menjadi

pedoman bagi Otorita IKN Nusantara dan/ataupedoman bagi Otorita IKN Nusantara dan/atau

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan,Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,

serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerahserta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Khusus IKN Nusantara.Khusus IKN Nusantara.

(2)(2)   Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IbuPelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu

Kota Negara dalam Rencana Induk IKN NusantaraKota Negara dalam Rencana Induk IKN Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara bertahap.secara bertahap.

(3)(3)   Rencana Induk IKN Nusantara sebagaimanaRencana Induk IKN Nusantara sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuatdimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

pokok-pokok:pokok-pokok:

a.a.   pendahuluan;pendahuluan;

b.b.   visi, tujuan, prinsip dasar, visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerjadan indikator kinerja

utama;utama;
c.c.   prinsip dasar pembangunan; danprinsip dasar pembangunan; dan

d.d.   penahapan pembangunan dan skemapenahapan pembangunan dan skema

pendanaan,pendanaan,

 yang  yang tercantum tercantum dalam dalam Lampiran Lampiran II II yangyang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini.Undang ini.

(4)(4)   Perincian Rencana Induk IKN sebagaimanaPerincian Rencana Induk IKN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diaturdimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Presiden.dengan Peraturan Presiden.

(5)(5)   Otorita IKN Nusantara dapat melakukanOtorita IKN Nusantara dapat melakukan

perubahan terhadap Rencana Induk IKNperubahan terhadap Rencana Induk IKNNusantara, dengan Nusantara, dengan ketentuanketentuan::

a.a.  dalam hal perubahan dilakukan terhadapdalam hal perubahan dilakukan terhadap

materi muatan Rencana Induk IKN Nusantaramateri muatan Rencana Induk IKN Nusantara

sebagaimansebagaimana dimaksud pada a dimaksud pada ayat (3), ayat (3), dilakukandilakukan

setelah mendapatkan persetujuan dari Presidensetelah mendapatkan persetujuan dari Presiden

dan dikonsultasikan dengan DPR.dan dikonsultasikan dengan DPR.

b.b.  dalam hal perubahan dilakukan terhadapdalam hal perubahan dilakukan terhadap

perincian Rencana Induk IKN Nusantaraperincian Rencana Induk IKN Nusantara

sebagaimansebagaimana dimaksud pada a dimaksud pada ayat (4), ayat (4), dilakukandilakukan

setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
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(6)(6)   Perubahan Rencana Induk IKN NusantaraPerubahan Rencana Induk IKN Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatursebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur

dengan Peraturan Presiden.dengan Peraturan Presiden.

BAB IIIBAB III  

BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN DAN URUSANBENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN DAN URUSAN

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

Bagian KesatuBagian Kesatu

Bentuk dan Susunan PemerintahanBentuk dan Susunan Pemerintahan

Pasal 8Pasal 8

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKNPenyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.Nusantara.

Pasal 9Pasal 9

(1)(1)   Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh KepalaOtorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala

Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorangOtorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang

Wakil Kepala Otorita IKN Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk,Nusantara yang ditunjuk,

diangkat, dan diberhentikan langsung olehdiangkat, dan diberhentikan langsung oleh

Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

(2)(2)   Pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara danPelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara dan
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Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimanaWakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehdimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Presiden.Presiden.

Pasal 10Pasal 10
(1)(1)   Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil KepalaKepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala

Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksudOtorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima)dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dantahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan

sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembalisesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali

dalam masa jabatan yang sama.dalam masa jabatan yang sama.

(2)(2)   Kepala Otorita IKN Nusantara dan/atau WakilKepala Otorita IKN Nusantara dan/atau Wakil

Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimanaKepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikandimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan

sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masasewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa

 jabatan  jabatan sebagaimasebagaimana na dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1)(1)

berakhir.berakhir.

(3)(3)   Untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKNUntuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN

Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKNNusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN

Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh PresidenNusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden

paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-

Undang ini diundangkan.Undang ini diundangkan.

Pasal 11Pasal 11

(1)(1)   Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas,Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas,
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wewenang, dan tata kerjawewenang, dan tata kerja  Otorita IKN NusantaraOtorita IKN Nusantara

diatur dalam diatur dalam Peraturan Presiden.Peraturan Presiden.

(2)(2)   Struktur organisasi dan pengisian jabatan OtoritaStruktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita

IKN Nusantara disesuaikan dengan kebutuhanIKN Nusantara disesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
IKN IKN Nusantara, tahapan persiapan, pembangunan,Nusantara, tahapan persiapan, pembangunan,

dan pemindahan Ibu Kota dan pemindahan Ibu Kota Negara.Negara.

Bagian KeduaBagian Kedua

Kewenangan dan Urusan PemerintahanKewenangan dan Urusan Pemerintahan

Pasal 12Pasal 12

(1)(1)   Otorita IKN Nusantara sebagai penyelenggaraOtorita IKN Nusantara sebagai penyelenggara

Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-

Undang ini.Undang ini.

(2)(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenanganKetentuan lebih lanjut mengenai kewenangan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah setelahdiatur dalam Peraturan Pemerintah setelah

berkonsultasi dengan DPR.berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 13Pasal 13

(1)(1)   Dikecualikan dari ketentuan peraturanDikecualikan dari ketentuan peraturan
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perundang-undangan yang mengatur daerahperundang-undangan yang mengatur daerah

pemilihan dalam rangka pemilihan umum, IKNpemilihan dalam rangka pemilihan umum, IKN

Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan UmumNusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umumPresiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum

untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umumuntuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum
untuk memilih anggota DPD.untuk memilih anggota DPD.

(2)(2)   Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud padaDalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitunganayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan

dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilandalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasanRakyat Daerah pada daerah yang berbatasan

langsung dengan IKN Nusantara, penentuanlangsung dengan IKN Nusantara, penentuan

 jumlah  jumlah kursi kursi anggota anggota Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan RakyatRakyat

Daerah pada daerah tersebut mengacu padaDaerah pada daerah tersebut mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)(3)   Penyusunan dan penetapan daerah pemilihanPenyusunan dan penetapan daerah pemilihan

anggota DPR dan anggota DPD di IKN Nusantaraanggota DPR dan anggota DPD di IKN Nusantara
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republikdilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKNIndonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN

Nusantara.Nusantara.

BAB IVBAB IV  

PEMBAGIAN WILAYAHPEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 14Pasal 14

(1)(1)   Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus IKNWilayah Pemerintahan Daerah Khusus IKN
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Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yangNusantara dibagi atas beberapa wilayah yang

bentuk, jumlah dan strukturnya disesuaikanbentuk, jumlah dan strukturnya disesuaikan

dengan kebutuhan.dengan kebutuhan.

(2)(2)   Ketentuan mengenai pembagian wilayah IKNKetentuan mengenai pembagian wilayah IKN

Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan diatur dalam Peraturan Presiden.Presiden.

BAB VBAB V  

PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHANPENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN

HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP,HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP,

PENANGGULANGPENANGGULANGAN BENCANA, AN BENCANA, DAN PERTAHANANDAN PERTAHANAN

DAN KEAMANANDAN KEAMANAN

Bagian KesatuBagian Kesatu

Penataan RuangPenataan Ruang

Pasal 15Pasal 15

(1)(1)   Penataan ruang IKN Nusantara mengacu pada:Penataan ruang IKN Nusantara mengacu pada:

a.a.   Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b.b.   Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah SelatRencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat

Makassar;Makassar;

c.c.   Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;

d.d.   Rencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara; danRencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara; dan

e.e.   Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota NegaraRencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Negara

Nusantara.Nusantara.
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(2)(2)   Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN IKNKetentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN IKN

Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.diatur dengan Peraturan Presiden.

(3)(3)   Rencana Tata Ruang KSN IKN NusantaraRencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tatadisusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.

(4)(4)   Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata RuangKetentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang

Ibu Kota Negara Nusantara sebagaimanaIbu Kota Negara Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengandimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan

Peraturan Kepala Otorita IKN Peraturan Kepala Otorita IKN Nusantara.Nusantara.

Bagian KeduaBagian Kedua

Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas TanahPertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah

Pasal 16Pasal 16

(1)(1)   Perolehan Tanah oleh Otorita IKN NusantaraPerolehan Tanah oleh Otorita IKN Nusantara

dan/atau kementerian/lembaga di IKN Nusantaradan/atau kementerian/lembaga di IKN Nusantara

dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasandilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan

hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuaihutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.undangan.

(2)(2)   Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaanayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan

 Tanah  Tanah sebagaimana sebagaimana diatur diatur dalam dalam peraturanperaturan



    

  

- 21 -- 21 -  

PEMERINTAH PEMERINTAH : : MENTERI MENTERI PPN/PPN/
KEPALAKEPALA

BAPPENASBAPPENAS

MENTERI DALAMMENTERI DALAM
NEGERINEGERI

MENTERIMENTERI
KEUANGANKEUANGAN

MENTERIMENTERI
ATR/KEPALAATR/KEPALA

BPNBPN

MENTERIMENTERI
HUKUM DANHUKUM DAN

HAMHAM

PIMPINAN PIMPINAN : : 1 1 2 2 3 3 44

FRAKSI FRAKSI F.PDIP F.PDIP F.PG F.PG F.P F.P GERINDRA GERINDRA F.P F.P NASDEM NASDEM F. F. PKBPKB

F.P F.P DEMOKRAT DEMOKRAT F. F. PKS PKS F. F. PAN PAN F. F. PPPPPP

perundang-undangan di bidang pengadaan tanahperundang-undangan di bidang pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum ataubagi pembangunan untuk kepentingan umum atau

pengadaan tanah secara langsung.pengadaan tanah secara langsung.

(3)(3)    Tanah un Tanah untuk pembangtuk pembangunan kepeunan kepentingan ntingan umum diumum di

IKN Nusantara merupakan salah satu jenisIKN Nusantara merupakan salah satu jenis

kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagikepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.pembangunan untuk kepentingan umum.

(4)(4)   Dalam hal pengadaan tanah dilakukan denganDalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan

mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunanmekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum, tahapan persiapanuntuk kepentingan umum, tahapan persiapan

dilaksanakdilaksanakan oleh an oleh otorita IKN.otorita IKN.

(5)(5)  Penetapan lokasi pengadaan Tanah di IKNPenetapan lokasi pengadaan Tanah di IKN

Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita IKNNusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN

Nusantara.Nusantara.

(6)(6)   Otorita IKN Nusantara diberi hak pakai dan/atauOtorita IKN Nusantara diberi hak pakai dan/atau

hak pengelolaan atas Tanah sesuai denganhak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)(7)   Otorita IKN Nusantara berwenang mengikatkanOtorita IKN Nusantara berwenang mengikatkan

diri dengan setiap individu atau badan hukum atasdiri dengan setiap individu atau badan hukum atas

perjanjian HAT di IKN perjanjian HAT di IKN Nusantara.Nusantara.

(8)(8)   Otorita IKN Nusantara dapat Otorita IKN Nusantara dapat memberikan jaminanmemberikan jaminan

perpanjangan dan pembaharuan HAT di atas hakperpanjangan dan pembaharuan HAT di atas hak

pengelolaan sesuai dengan persyaratan yangpengelolaan sesuai dengan persyaratan yang

termuat dalam termuat dalam perjanjianperjanjian..

(9)(9)   Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjianDalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikansebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan
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dengan kebutuhan.dengan kebutuhan.

(10)(10)  HAT yang berada di IKN Nusantara wajibHAT yang berada di IKN Nusantara wajib

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberiandimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian

haknya.haknya.

(11)(11)  HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkanHAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan

sesuai dengan tujuan peruntukannya dapatsesuai dengan tujuan peruntukannya dapat

dibatalkan.dibatalkan.

(12)(12)  Pengalihan HAT di IKN Nusantara wajibPengalihan HAT di IKN Nusantara wajib

mendapatkan persetujuan Kepala Otorita IKNmendapatkan persetujuan Kepala Otorita IKN

Nusantara.Nusantara.

Pasal 17Pasal 17

Otorita IKN Nusantara memiliki hak untuk diutamakanOtorita IKN Nusantara memiliki hak untuk diutamakan

dalam pembelian Tanah di IKN Nusantara.dalam pembelian Tanah di IKN Nusantara.

Bagian KetigaBagian Ketiga

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 18Pasal 18

(1)(1)   Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diPelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

IKN Nusantara dilaksanakan berdasarkanIKN Nusantara dilaksanakan berdasarkan

Rencana Induk IKN Nusantara dan Rencana TataRencana Induk IKN Nusantara dan Rencana Tata

Ruang KSN IKN Nusantara denganRuang KSN IKN Nusantara dengan

mempertimbangkan aspek daya dukung dan dayamempertimbangkan aspek daya dukung dan daya
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tampung lingkungan hidup sesuai dengantampung lingkungan hidup sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)(2)   Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Otorita IKNsebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Otorita IKN

Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan,Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitaspengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas

lingkungan hidup di IKN Nusantara sesuai denganlingkungan hidup di IKN Nusantara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)(3)   Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

tetapi tidak terbatas pada:tetapi tidak terbatas pada:

a.a.   penetapan kawasan hijau yang mendukungpenetapan kawasan hijau yang mendukung

keseimbangan lingkungan hidup dankeseimbangan lingkungan hidup dan

keanekaragaman hayati;keanekaragaman hayati;

b.b.   penerapan energi terbarukan dan efisiensipenerapan energi terbarukan dan efisiensi

energi;energi;
c.c.   pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yangpengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang

berorientasi pada lingkungan hidup; danberorientasi pada lingkungan hidup; dan

d.d.   penerapan pengolahan sampah dan limbahpenerapan pengolahan sampah dan limbah

dengan prinsip ekonomi sirkuler.dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Bagian KeempatBagian Keempat

Penanggulangan BencanaPenanggulangan Bencana
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Pasal 19Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di IKNPenyelenggaraan penanggulangan bencana di IKN

Nusantara dilaksanakan oleh Otorita IKN NusantaraNusantara dilaksanakan oleh Otorita IKN Nusantara

dengan mengacu pada Rencana Induk IKN Nusantaradengan mengacu pada Rencana Induk IKN Nusantara

dan Rencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara.dan Rencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara.

Bagian KelimaBagian Kelima

Pertahanan dan KeamananPertahanan dan Keamanan

Pasal 20Pasal 20

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di IKNPenyelenggaraan pertahanan dan keamanan di IKN

Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem danNusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan

strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasistrategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi

dengan Rencana Induk IKN Nusantara dan Rencanadengan Rencana Induk IKN Nusantara dan Rencana
 Tata Ruang K Tata Ruang KSN IKN Nusantara.SN IKN Nusantara.

Pasal 21Pasal 21

Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atasPenataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas

tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana,tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana,

serta pertahanan dan keamanan sebagaimanaserta pertahanan dan keamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20

dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikandilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan

perlindungan terhadap hak-hak dan nilai-nilai budayaperlindungan terhadap hak-hak dan nilai-nilai budaya

masyarakat setempat.masyarakat setempat.
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BAB VIBAB VI  

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARAPEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bagian KesatuBagian Kesatu

Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara,Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara,

Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing,Perwakilan Negara Asing,

dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasionaldan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional

Pasal 22Pasal 22

(1)(1)   Lembaga Negara berpindah kedudukan sertaLembaga Negara berpindah kedudukan serta

menjalankan tugas, fungsi, dan peran secaramenjalankan tugas, fungsi, dan peran secara

bertahap di IKN bertahap di IKN Nusantara.Nusantara.

(2)(2)   Pemindahan kedudukan Lembaga Negara secaraPemindahan kedudukan Lembaga Negara secara

bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKNdilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN

Nusantara.Nusantara.

(3)(3)   Pemerintah Pusat menentukan LembagaPemerintah Pusat menentukan Lembaga

Pemerintah Non kementerian, Lembaga NonPemerintah Non kementerian, Lembaga Non

struktural, lembaga pemerintah lainnya, danstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan

aparatur sipil negara yang tidak dipindahkanaparatur sipil negara yang tidak dipindahkan

kedudukannya ke IKN Nusantara.kedudukannya ke IKN Nusantara.

(4)(4)   Perwakilan negara asing dan perwakilanPerwakilan negara asing dan perwakilan

organisasi/lembaga internasional akanorganisasi/lembaga internasional akan
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berkedudukan di IKN Nusantara berdasarkanberkedudukan di IKN Nusantara berdasarkan

kesanggupan dari masing-masing perwakilankesanggupan dari masing-masing perwakilan

negara asing dan perwakilan organisasi/lembaganegara asing dan perwakilan organisasi/lembaga

internasiinternasional onal tersebut.tersebut.

(5)(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahanKetentuan lebih lanjut mengenai pemindahan

Lembaga Negara, aparatur sipil negara, Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilanperwakilan

negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaganegara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga

internasional sebagaimana dimaksud pada ayatinternasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (1), ayat (2), (2), ayat (3), ayat (3), dan ayat dan ayat (4) (4) diatur dalamdiatur dalam

Peraturan Presiden.Peraturan Presiden.

BAB VIIBAB VII  

PENDANAAN DAN PENGELOLAANPENDANAAN DAN PENGELOLAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian KesatuBagian Kesatu

PendanaanPendanaan

Pasal 23Pasal 23

(1)(1)   Dalam rangka persiapan, pembangunan, danDalam rangka persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara, sertapemindahan Ibu Kota Negara, serta

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus

IKN Nusantara, kekuasaan Presiden sebagaiIKN Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai

pengelola keuangan negara dikuasakan kepadapengelola keuangan negara dikuasakan kepada

Kepala Otorita IKN Nusantara.Kepala Otorita IKN Nusantara.
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(2)(2)   Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimanaKepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagaidimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai

pengguna anggaran/pengguna barang untuk IKNpengguna anggaran/pengguna barang untuk IKN

Nusantara.Nusantara.

Pasal 24Pasal 24

(1)(1)   Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, danPendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara, sertapemindahan Ibu Kota Negara, serta

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus

IKN Nusantara bersumber dari:IKN Nusantara bersumber dari:

a.a.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

dan/ataudan/atau

b.b.   sumber lain yang sah sesuai dengansumber lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)(2)
  

Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud padaAlokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:ayat (1) dilakukan dengan:

a.a.   berpedoman pada Rencana Induk IKNberpedoman pada Rencana Induk IKN

Nusantara dan/atau Rencana PembangunanNusantara dan/atau Rencana Pembangunan

 Jangka Mene Jangka Menengah; danngah; dan

b.b.   berdasarkan peraturan berdasarkan peraturan perundang-unperundang-undangandangan

 yang  yang mengatur mengatur mengenai mengenai anggarananggaran

pendapatan dan belanja negara dan/ataupendapatan dan belanja negara dan/atau

sumber lain yang sah.sumber lain yang sah.

(3)(3)   Persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKNPersiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
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sebagai program prioritas nasional 10 (sepuluh)sebagai program prioritas nasional 10 (sepuluh)

tahun dalam rencana kerja pemerintah sejaktahun dalam rencana kerja pemerintah sejak

berlakunya Undang-Undang atau sampai denganberlakunya Undang-Undang atau sampai dengan

selesainya Tahap 3 (tiga) penahapanselesainya Tahap 3 (tiga) penahapan

pembangunan IKN sebagaimana ditetapkan dalampembangunan IKN sebagaimana ditetapkan dalam

Rencana Induk IKN.Rencana Induk IKN.

(4)(4)   Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraanDalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita IKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita IKN

Nusantara dapat melakukan pemungutan pajakNusantara dapat melakukan pemungutan pajak

khusus dan/atau pungutan khusus di IKNkhusus dan/atau pungutan khusus di IKN

Nusantara.Nusantara.

(5)(5)   Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimanaPajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangandiatur dalam peraturan perundang-undangan

berlaku secaraberlaku secara mutatis mutandis mutatis mutandis   sebagai pajak  sebagai pajak

khusus dan pungutan khusus sebagaimanakhusus dan pungutan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).dimaksud pada ayat (3).

(6)(6)   Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khususDasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus

dan/atau pungutan khusus di IKN Nusantaradan/atau pungutan khusus di IKN Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatursebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita IKNdengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita IKN

Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.

(7)(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaanKetentuan lebih lanjut mengenai pendanaan

sebagaimansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat a dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat(3), ayat

(4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan(4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.Pemerintah.
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Bagian KeduaBagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan danPenyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan danPertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja IKN NusantaraBelanja IKN Nusantara

Pasal 25Pasal 25

(1)(1)   Kepala Otorita IKN Nusantara selaku penggunaKepala Otorita IKN Nusantara selaku pengguna

anggaran/pengguna barang sebagaimanaanggaran/pengguna barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusundimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun

rencana kerja dan anggaran IKN rencana kerja dan anggaran IKN Nusantara.Nusantara.

(2)(2)   Dalam hal Otorita IKN Nusantara memperolehDalam hal Otorita IKN Nusantara memperoleh

pendapatan dari sumber-sumber lain yang sahpendapatan dari sumber-sumber lain yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf b dan/atau pendapatan yang berasal darihuruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari

pajak khusus dan/atau pungutan khususpajak khusus dan/atau pungutan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3),sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3),

Kepala Otorita IKN Nusantara menyusun rencanaKepala Otorita IKN Nusantara menyusun rencana

pendapatan IKN pendapatan IKN Nusantara.Nusantara.

(3)(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanKetentuan lebih lanjut mengenai penyusunan

rencana kerja rencana kerja dan anggaran dan anggaran IKN Nusantara IKN Nusantara diaturdiatur

dalam Peraturan Pemerintah.dalam Peraturan Pemerintah.
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Pasal 26Pasal 26

(1)(1)   Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaranPelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran

IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalamIKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dikelola dalam anggaran pendapatan danPasal 25 dikelola dalam anggaran pendapatan dan

belanja IKN Nusantara.belanja IKN Nusantara.

(2)(2)    Tata  Tata cara cara pelaksanaan pelaksanaan dan dan pertanggunpertanggungjawabangjawaban

anggaran pendapatan dan belanja IKN Nusantaraanggaran pendapatan dan belanja IKN Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Peraturan PemerintahPemerintah..

Bagian KetigaBagian Ketiga

 Tata Kelol Tata Kelola Barang Milik Na Barang Milik Negaraegara

Pasal 27Pasal 27
Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, BarangDalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang

Milik Negara yang sebelumnya digunakan olehMilik Negara yang sebelumnya digunakan oleh

Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah KhususKementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajibIbukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib

dialihkan pengelolaannya kepada menteri yangdialihkan pengelolaannya kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.keuangan.
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Pasal 28Pasal 28

(1)(1)   Dalam rangka pembangunan di IKN NusantaraDalam rangka pembangunan di IKN Nusantara

dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahdan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Khusus IKN Nusantara, pengelolaan Barang MilikKhusus IKN Nusantara, pengelolaan Barang Milik

Negara dilakukan oleh menteri yangNegara dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dimenyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.bidang keuangan.

(2)(2)   Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimanaPengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapatdimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

dilakukan dengan:dilakukan dengan:

a.a.   pemindahtanganan; dan/ataupemindahtanganan; dan/atau

b.b.   pemanfaatan.pemanfaatan.

(3)(3)   Pemindahtanganan barang milik negara yangPemindahtanganan barang milik negara yang

dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksuddilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukanpada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan

terhadap barang yang memiliki kriteria:terhadap barang yang memiliki kriteria:
a.a.  cagar budaya;cagar budaya;

b.b.  memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmumemiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ataupengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan; dankebudayaan; dan

c.c.  memiliki nilai budaya bagi penguatanmemiliki nilai budaya bagi penguatan

kepribadian bangsa.kepribadian bangsa.

Pasal 29Pasal 29

(1)(1)   Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimanaDalam rangka pemindahtanganan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a,dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a,

pemilihan badan usaha dapat dilakukan denganpemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan

cara:cara:

a.a.   penunjukan badan usaha yang seluruh ataupenunjukan badan usaha yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh negara;sebagian modalnya dimiliki oleh negara;

dan/ataudan/atau

b.b.   tender.tender.

(2)(2)   Pemindahtanganan Barang Milik NegaraPemindahtanganan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

huruf a dengan nilai sampai denganhuruf a dengan nilai sampai dengan

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

dilakukan dengan persetujuan menteri yangdilakukan dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dimenyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.bidang keuangan.

(4)(4)   Pemindahtanganan Barang Milik NegaraPemindahtanganan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf a dengan nilai di huruf a dengan nilai di atas Rp100.000.00atas Rp100.000.000.000,000.000,00

(seratus miliar rupiah) dilakukan dengan(seratus miliar rupiah) dilakukan dengan

persetujuan Presiden.persetujuan Presiden.

(5)(5)   Pemindahtanganan Barang Milik NegaraPemindahtanganan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanismehuruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme

pertanggungjawaban keuangan negara.pertanggungjawaban keuangan negara.

(6)(6)   Dalam rangka pemanfaatan sebagaimanaDalam rangka pemanfaatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b,dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b,

pemilihan badan usaha dapat dilakukan denganpemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan
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cara:cara:

a.a.   penunjukan badan usaha yang seluruh ataupenunjukan badan usaha yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh negara;sebagian modalnya dimiliki oleh negara;

dan/ataudan/atau

b.b.   tender.tender.

Pasal 30Pasal 30

(1)(1)    Tanah di IKN  Tanah di IKN Nusantara diteNusantara ditetapkan sebatapkan sebagai:gai:

b.b.   Barang Milik Negara; dan/atauBarang Milik Negara; dan/atau

c.c.   aset dalam penguasaan Otorita IKNaset dalam penguasaan Otorita IKN

Nusantara.Nusantara.

(2)(2)    Tanah  Tanah yang yang ditetapkan ditetapkan sebagai sebagai Barang Barang MilikMilik

Negara sebagaimanNegara sebagaimana dimaksud pada ayat a dimaksud pada ayat (1) huruf(1) huruf

a merupakan Tanah yang terkait dengana merupakan Tanah yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hakpenyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak

pakai.pakai.
(3)(3)    Tanah  Tanah yang yang ditetapkan ditetapkan sebagai sebagai aset aset dalamdalam

penguasaan sebagaipenguasaan sebagaimana dimaksud pada mana dimaksud pada ayat (1)ayat (1)

huruf b merupakan Tanah yang tidak terkaithuruf b merupakan Tanah yang tidak terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan.dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 31Pasal 31

Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita IKNBarang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita IKN

Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraanNusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara
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disediakan melalui:disediakan melalui:

a.a.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

dan/ataudan/atau

b.b.   perolehan lainnya yang sah sesuai peraturanperolehan lainnya yang sah sesuai peraturan

perundang-undangan.perundang-undangan.

Pasal 32Pasal 32

Barang Milik Daerah yang berada di IKN NusantaraBarang Milik Daerah yang berada di IKN Nusantara

dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkandialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan

sebagai:sebagai:

a.a.   Barang Milik Negara; Barang Milik Negara; dan/ataudan/atau

b.b.   aset dalam penguasaan Otorita IKN aset dalam penguasaan Otorita IKN Nusantara.Nusantara.

Pasal 33Pasal 33

Kepala Otorita IKN Nusantara merupakan penggunaKepala Otorita IKN Nusantara merupakan pengguna

barang atas Barang Milik Negara dan aset dalambarang atas Barang Milik Negara dan aset dalam

penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 34Pasal 34

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan negara, harus menyusun rencanadi bidang keuangan negara, harus menyusun rencana

pemanfaatan barang milik negara sebagaimanapemanfaatan barang milik negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
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Pasal 35Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BarangKetentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang

Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimanaMilik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diaturdimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur

dalam Peraturan dalam Peraturan PemerintahPemerintah..

Pasal 36Pasal 36

(1)(1)   Otorita IKN Nusantara mulai beroperasi palingOtorita IKN Nusantara mulai beroperasi paling

lambat pada akhir tahun 2022.lambat pada akhir tahun 2022.

(2)(2)   Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatanKementerian/lembaga melaksanakan kegiatan

persiapan dan/atau pembangunan IKN persiapan dan/atau pembangunan IKN NusantaraNusantara

sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengansesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan

berpedoman pada Rencana Induk IKN Nusantara,berpedoman pada Rencana Induk IKN Nusantara,

sampai dengan dimulainya operasional Otorita IKNsampai dengan dimulainya operasional Otorita IKN

Nusantara sebagaimanNusantara sebagaimana dimaksud pada a dimaksud pada ayat (1).ayat (1).
(3)(3)   Pada saat Otorita IKN Nusantara telah beroperasiPada saat Otorita IKN Nusantara telah beroperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan

kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yangkegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang

dilaksanakan oleh kementerian/lembagadilaksanakan oleh kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikoordinasdikoordinasikan oleh Otorita ikan oleh Otorita IKN Nusantara.IKN Nusantara.

(4)(4)   Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapanDimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan

dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yangdan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang

sebelumnya dilaksanakan olehsebelumnya dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga dapat dialihkan kepadakementerian/lembaga dapat dialihkan kepada
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Otorita IKN Nusantara atau Otorita IKN Nusantara atau tetap dilanjutkan olehtetap dilanjutkan oleh

kementerian/lembaga tersebut.kementerian/lembaga tersebut.

(5)(5)   Barang Milik Negara yang dihasilkan olehBarang Milik Negara yang dihasilkan oleh

kementerian/lembaga dalam rangka kegiatankementerian/lembaga dalam rangka kegiatan

pembangunan di IKN Nusantara sebagaimanapembangunan di IKN Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialihkandimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialihkan

kepada Otorita IKN kepada Otorita IKN Nusantara dimulai pada tahunNusantara dimulai pada tahun

2023, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang2023, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.keuangan.  

(6)(6)   Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkanPengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan

kepada Otorita IKN Nusantara sebagaimanakepada Otorita IKN Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), menjadi hak dandimaksud pada ayat (5), menjadi hak dan

kewajiban Otorita IKN Nusantara sebagaikewajiban Otorita IKN Nusantara sebagai

pengguna barang terhitung sejak dialihkan.pengguna barang terhitung sejak dialihkan.

(7)(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihanKetentuan lebih lanjut mengenai pengalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampaisebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai

dengan ayat (6) diatur dalam Peraturandengan ayat (6) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.Pemerintah.

BAB VIIIBAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKATPARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37Pasal 37

(1)(1)   Masyarakat dapat berpartisipasi dalam prosesMasyarakat dapat berpartisipasi dalam proses
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persiapan, pembangunan, pemindahan, danpersiapan, pembangunan, pemindahan, dan

pengelolpengelolaan Ibu aan Ibu Kota Negara.Kota Negara.

(2)(2)   Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudPartisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

a. a. konsultasi konsultasi publik;publik;

b. musyawarah;b. musyawarah;

c. kemitraan;c. kemitraan;

d. d. penyampaian penyampaian aspirasi; aspirasi; dan/ataudan/atau

e. e. keterlibataketerlibatan lain n lain sesuai sesuai dengan kdengan ketentuanetentuan

peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

BAB IXBAB IX

PEMANTAUAN DAN PENINJAUANPEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 38Pasal 38

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidangDPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang

legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauanlegislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan

terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkanterhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan

mekanisme dalam Undang-Undang mengenaimekanisme dalam Undang-Undang mengenai

pembentukan peratura pembentukan peratura perundang-uperundang-undangan.ndangan.

BAB XBAB X

KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 39Pasal 39

(1)(1)   Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota NegaraKedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara

tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukotatetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

 Jakarta  Jakarta sampai sampai dengan dengan tanggal tanggal ditetapkannditetapkannyaya

pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerahpemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara denganNusantara dengan

Keputusan Presiden.Keputusan Presiden.

(2)(2)   Otorita IKN Nusantara mulai menyelenggarakanOtorita IKN Nusantara mulai menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kotasejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)(3)   Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paserdan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahanUtara tetap melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di wilayah sesuai dengan ketentuandaerah di wilayah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kecualiperaturan perundang-undangan, kecuali

kewenangan dan perizinan terkait kegiatankewenangan dan perizinan terkait kegiatan

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibupersiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu

Kota Negara, sampai dengan penetapanKota Negara, sampai dengan penetapan

pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimanapemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).dimaksud pada ayat (1).

(4)(4)   Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paserdan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara tetap melakukan pemungutan pajak danUtara tetap melakukan pemungutan pajak dan
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retribusi daerah sesuai dengan ketentuanretribusi daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sampai denganperaturan perundang-undangan sampai dengan

penetapan pemindahan Ibu Kota Negarapenetapan pemindahan Ibu Kota Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIBAB XI

KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

Pasal 40Pasal 40

(1)(1)   Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

ketentuan:ketentuan:

a. a. Pasal Pasal 1 1 angka angka 3 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 2525

 Tahun  Tahun 1956 1956 tentang tentang PembentukPembentukan an Daerah-Daerah-

Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan TimurKalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1106);Republik Indonesia Nomor 1106);

b. b. Pasal Pasal 5 5 dan dan Pasal Pasal 6 6 Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 4747

 Tahun  Tahun 1999 1999 tentang tentang Pembentukan Pembentukan KabupatenKabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, KabupatenNunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan KotaKota

Bontang (Lembaran Negara RepublikBontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, TambahanIndonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia NomorLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3896); dan3896); dan

c. c. Pasal Pasal 3 3 dan dan Pasal Pasal 5 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 77

 Tahun  Tahun 2002 2002 tentang tentang Pembentukan Pembentukan KabupatenKabupaten

Penajam Paser Utara (Lembaran NegaraPenajam Paser Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20

 Tambahan  Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara RepublikRepublik

Indonesia Nomor 4182),Indonesia Nomor 4182),

diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.Undang ini.

(2) (2) Ketentuan Ketentuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pada ayat ayat (1)(1)

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejakditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan.Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41Pasal 41

(1)(1)   Sejak ditetapkannya Keputusan PresidenSejak ditetapkannya Keputusan Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),

ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagaiketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai

daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undangdaerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanNomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaiProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik IndonesiaIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)(2)   Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-UndangPaling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang

ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29

 Tahun  Tahun 2007 2007 tentang tentang PemerintaPemerintahan han ProvinsiProvinsi
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Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai IbukotaDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia diubahNegara Kesatuan Republik Indonesia diubah

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undangsesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

ini.ini.

(3)(3)   Perubahan undang-undang sebagaimanaPerubahan undang-undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saatdimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat

Keputusan Presiden mengenai pemindahan IbuKeputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu

Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus IbukotaKota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota

 Jakarta ke IKN Nus Jakarta ke IKN Nusantara sebagaiantara sebagaimana dimaksudmana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.

(4)(4)   Perubahan undang-undang sebagaimanaPerubahan undang-undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususandimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan

 Jakarta. Jakarta.

Pasal 42Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.a.   seluruh ketentuan peraturan perundang-seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan ketentuanundangan yang bertentangan dengan ketentuan

 yang  yang diatur diatur khusus khusus dalam dalam Undang-UnUndang-Undang dang ini;ini;

dandan

b.b.   peraturan perundang-undangan yang mengaturperaturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pemerintahan daerahtentang pemerintahan daerah

dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan,dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sertapembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKNpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN
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Nusantara.Nusantara.

Pasal 43Pasal 43

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatanPasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatan

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kotapersiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota

Negara oleh Otorita IKN Nusantara, Pasal 7 ayat (4),Negara oleh Otorita IKN Nusantara, Pasal 7 ayat (4),

Pasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan strukturPasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan struktur

organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN Nusantaraorganisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN Nusantara

dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,

dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15 ayat (2),dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15 ayat (2),

Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2),Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2),

dan Pasal 35 wajib ditetapkan dalam waktu paling lamadan Pasal 35 wajib ditetapkan dalam waktu paling lama

2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 44Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggalUndang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini denganpengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republikpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.Indonesia.
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Disahkan di JakartaDisahkan di Jakarta

pada tanggal ...pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 JOKO WIDODO JOKO WIDODO

DiundangkaDiundangkan di n di JakartaJakarta

pada tanggal ...pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLYYASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMORLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ……
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PENJELASANPENJELASAN

ATASATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAINDONESIA

NOMOR ... TAHUN ....NOMOR ... TAHUN ....

 TENTANG TENTANG

IBU KOTA NEGARAIBU KOTA NEGARA

I.I.   UMUMUMUM

Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi olehPenyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh

ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentangketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang

Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernahIbu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernah

ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsiditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi

ganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagaiganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai

Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota NegaraIbu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara

Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden RepublikRepublik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DaerahIndonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah denganKhusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963.Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963.

Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembaliSetelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali

menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulaimenetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai

dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataandari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negaratetap sebagai Ibukota Negara

Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang NomorRepublik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus

Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-UUndang-Undang Nomorndang Nomor

34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus

Ibukota Negara Republik Indonesia, hingga terakhir yang kini masihIbukota Negara Republik Indonesia, hingga terakhir yang kini masih

berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahunberlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun
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2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

 Jakarta sebag Jakarta sebagai Ibu Kota Negaai Ibu Kota Negara Kesatuan Repra Kesatuan Republik Indonesublik Indonesia.ia.

Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasariDi samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasari

oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telaholeh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah

disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidangdisampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang

 Tahunan  Tahunan Majelis Majelis PermusyawaratPermusyawaratan an Rakyat Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia padapada

tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari olehtanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh

terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yangterpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang

mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selainmengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain

itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudahitu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah

tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itutidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu

diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidakdiakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak

terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkatterkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat

kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu,kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu,

pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapatpemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat
mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatanmendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan

pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutamapertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama

Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang iniKawasan Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini

menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atasmenjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas

suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagisuatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi

pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya dipembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di

Indonesia.Indonesia.

Pembangunan dan pengelolaan IKN Nusantara memiliki visiPembangunan dan pengelolaan IKN Nusantara memiliki visi

Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuanIbu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan

utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role role   
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model model ) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan

dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan IKNdunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan IKN

Nusantara sebagai:Nusantara sebagai:

a.a.   kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan,kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan,

keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensikeselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi

penggunaan sumber daya dan rendah karbon;penggunaan sumber daya dan rendah karbon;

b.b.   penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberipenggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi

peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi,peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi,

inovasi dan teknologi; sertainovasi dan teknologi; serta

c.c.   simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisansimbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan

dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagiMengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi

Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, danIndonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan

pemindahpemindahan Ibu an Ibu Kota Negara, Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahserta penyelenggaraan Pemerintahanan

Daerah Khusus IKN Nusantara yang dituangkan dalam Undang-Daerah Khusus IKN Nusantara yang dituangkan dalam Undang-
Undang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untukUndang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk

merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan olehmerealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

 yakni  yakni melindunmelindungi gi segenap segenap bangsa bangsa IndonesiIndonesia a dan dan seluruh seluruh tumpahtumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskandarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangkehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaaberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi n, perdamaian abadi dan keadilan sosial.dan keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahanDalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan

daerah di IKN Nusantara dilakukan dengan memberikandaerah di IKN Nusantara dilakukan dengan memberikan

pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda denganpengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini.penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini.

Penyelenggaraan pemerintahan yang khusus di IKN NusantaraPenyelenggaraan pemerintahan yang khusus di IKN Nusantara

tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 18B ayat (1)tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 18B ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DenganUndang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

berbagai kekhususan yang ada di IKN Nusantara, baik yang terkaitberbagai kekhususan yang ada di IKN Nusantara, baik yang terkait

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKNdengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan,Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan,

pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkanpembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan

berbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagianberbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagian

urusan, tarik menarik dan tumpang tindih kewenangan antaraurusan, tarik menarik dan tumpang tindih kewenangan antara

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu KotaPemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota

Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagiNegara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi

terjadi dalam pelaksanaannya.terjadi dalam pelaksanaannya.

II.II.   PASAL DEMI PASALPASAL DEMI PASAL

Pasal 1Pasal 1

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 2Pasal 2

Huruf aHuruf a

Yang dimaksud dengan “Yang dimaksud dengan “kota berkelanjutan di duniakota berkelanjutan di dunia””  

adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepatadalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat

guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalamguna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam

pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien,pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien,
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pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasipengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi

terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, danterpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan

lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang dilingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di

dalamnya juga menetapkan IKN Nusantara sebagai kotadalamnya juga menetapkan IKN Nusantara sebagai kota

di dalam hutan (di dalam hutan ( forest  forest city city ) untuk memastikan) untuk memastikan

kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuhkelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh

puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana IKNpuluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana IKN

Nusantara dijalin dengan konsepNusantara dijalin dengan konsep masterplan masterplan   yang  yang

berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam,berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam,

kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secarakawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara

harmonis.harmonis.

Huruf bHuruf b

Yang dimaksud dengan “Yang dimaksud dengan “penggerak ekonomi masa depanpenggerak ekonomi masa depan

IndonesiaIndonesia”” adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, adalah sebagai kota yang progresif, inovatif,
dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tatadan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata

kota, dan sosial. IKN Nusantara menetapkan strategikota, dan sosial. IKN Nusantara menetapkan strategi

ekonomiekonomi superhub superhub   yang terkait dengan strategi tata  yang terkait dengan strategi tata

ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikanruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan

sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur,sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur,

sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkansumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan

peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.

Huruf cHuruf c

Yang dimaksud dengan “Yang dimaksud dengan “simbol identitas nasionalsimbol identitas nasional””  
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adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial,adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial,

persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkanpersatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan

kekhasan Indonesia.kekhasan Indonesia.

Pasal 3Pasal 3

Ayat (1)Ayat (1)

Huruf aHuruf a

Yang dimaksud dengan “asasYang dimaksud dengan “asas ketuhanaketuhanan” adalahn” adalah

bahwa setiap materi muatan Undang-Undang inibahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini

berfungsi memberikan pelindungan danberfungsi memberikan pelindungan dan

penghormatan atas kebebasan beragama danpenghormatan atas kebebasan beragama dan

menjalankan ibadah bagi masyarakat padamenjalankan ibadah bagi masyarakat pada

khususnya di IKN Nusantara dan wilayahkhususnya di IKN Nusantara dan wilayah
sekitarnya. IKN Nusantara dirancang sebagaisekitarnya. IKN Nusantara dirancang sebagai

tempat yang mengedepankan toleransi beragamatempat yang mengedepankan toleransi beragama

dan menjamin keselarasan dalam pelakanaandan menjamin keselarasan dalam pelakanaan

nilai-nilai ketuhanan.nilai-nilai ketuhanan.

Huruf bHuruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”

adalah bahwa setiap materi muatan Undang-adalah bahwa setiap materi muatan Undang-

Undang ini berfungsi memberikan pelindunganUndang ini berfungsi memberikan pelindungan
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untuk menciptakan ketenteraman masyarakatuntuk menciptakan ketenteraman masyarakat

pada khususnya di IKN Nusantara dan wilayahpada khususnya di IKN Nusantara dan wilayah

sekitarnya dan pada umumnya di seluruh wilayahsekitarnya dan pada umumnya di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. IKNNegara Kesatuan Republik Indonesia. IKN

Nusantara dirancang sebagai tempat yangNusantara dirancang sebagai tempat yang

mengedepankan kelayakan hidup yang aman danmengedepankan kelayakan hidup yang aman dan

terjangkau, yang berfokus pada masyarakatterjangkau, yang berfokus pada masyarakat

dengan konsep pembangunan dan perumahandengan konsep pembangunan dan perumahan

 yang  yang memastikan memastikan lingkunglingkungan an yang yang aman, aman, sehat,sehat,

dan adil bagi penduduk di saat ini dan yang akandan adil bagi penduduk di saat ini dan yang akan

datang.datang.

Huruf cHuruf c

Yang dimaksuYang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”d dengan “asas kemanusiaan”
adalah bahwa setiap materi muatan Undang-adalah bahwa setiap materi muatan Undang-

Undang ini mencerminkan pelindungan danUndang ini mencerminkan pelindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkatpenghormatan hak asasi manusia serta harkat

dan martabat setiap warga negara dan pendudukdan martabat setiap warga negara dan penduduk

Indonesia secara proporsional dalamIndonesia secara proporsional dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus

IKN Nusantara maupun dalam pelaksanaanIKN Nusantara maupun dalam pelaksanaan

kegiatan persiapan, pembangunan, dankegiatan persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara.pemindahan Ibu Kota Negara.
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Huruf dHuruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalahYang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah

bahwa setiap materi muatan Undang-Undang inibahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesiamencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

 yang  yang majemuk majemuk dengan dengan tetap tetap menjaga menjaga prinsipprinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia.Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf eHuruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”

adalah bahwa setiap materi muatan Undang-adalah bahwa setiap materi muatan Undang-

Undang ini senantiasa memperhatikanUndang ini senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayah Indonesia yangkepentingan seluruh wilayah Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf fHuruf f

Yang dimaksud dengan “asasYang dimaksud dengan “asas

kebinekatunggalikaankebinekatunggalikaan” adalah bahwa setiap” adalah bahwa setiap

materi muatan Undang-Undang ini danmateri muatan Undang-Undang ini dan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus

IKN IKN Nusantara Nusantara maupun maupun pelaksanaan pelaksanaan kegiatankegiatan

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibupersiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu

Kota Negara, memperhatikan keragamanKota Negara, memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisipenduduk, agama, suku dan golongan, kondisi

khusus daerah serta budaya dalam kehidupankhusus daerah serta budaya dalam kehidupan
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bermasyarakabermasyarakat, berbangsa, dan t, berbangsa, dan bernegara baik dibernegara baik di

IKN IKN Nusantara Nusantara maupun maupun wilayah wilayah lainnya lainnya didi

Indonesia. Juga untuk merepresentasikan IKNIndonesia. Juga untuk merepresentasikan IKN

Nusantara yang memelihara kekayaan budaya,Nusantara yang memelihara kekayaan budaya,

memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasamemperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa

gotong royong di tengah masyarakat yanggotong royong di tengah masyarakat yang

beragam.beragam.

Huruf gHuruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalahYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah

bahwa setiap materi muatan Undang-Undang inibahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini

mencerminkan keadilan secara proporsional bagimencerminkan keadilan secara proporsional bagi

setiap warga negara, baik dalam kaitannya dengansetiap warga negara, baik dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus

IKN Nusantara maupun dalam pelaksanaanIKN Nusantara maupun dalam pelaksanaan
kegiatan persiapan, pembangunan, dankegiatan persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara. Asas keadilanpemindahan Ibu Kota Negara. Asas keadilan

merupakan landasan dari kesetaraan yang akanmerupakan landasan dari kesetaraan yang akan

diwujudkan di IKN Nusantara dengan strategidiwujudkan di IKN Nusantara dengan strategi

ekonomi yang berorientasi pada masa depan danekonomi yang berorientasi pada masa depan dan

akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan,akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan,

serta peluang kerja.serta peluang kerja.

Huruf hHuruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaanYang dimaksud dengan “asas kesamaan

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”
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adalah bahwa dalam setiap materi muatanadalah bahwa dalam setiap materi muatan

Undang-Undang ini sebagai jaminan kepastianUndang-Undang ini sebagai jaminan kepastian

hukum untuk mewujudkan ketertibanhukum untuk mewujudkan ketertiban

masyarakat, terutama masyarakat di IKNmasyarakat, terutama masyarakat di IKNNusantara dan daerah Nusantara dan daerah sekitarnyasekitarnya..

Huruf iHuruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban danYang dimaksud dengan “asas ketertiban dan

kepastian hukum” adalah bahwa setiap materikepastian hukum” adalah bahwa setiap materi

muatan Undang-Undang ini ditujukan untukmuatan Undang-Undang ini ditujukan untuk

mewujudkan ketertiban dalam masyarakatmewujudkan ketertiban dalam masyarakat

melalui jaminan kepastian hukum baik dalammelalui jaminan kepastian hukum baik dalam

kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahankaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Khusus IKN Nusantara maupun dalamDaerah Khusus IKN Nusantara maupun dalam

pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara.dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf jHuruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan,Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setkeserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiapiap

materi muatan Undang-Undang inimateri muatan Undang-Undang ini

mencerminkan keseimbangan, keserasian, danmencerminkan keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan, antara kepentingan individu,keselarasan, antara kepentingan individu,

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara,masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara,

termasuk di dalamnya keseimbangan ekologistermasuk di dalamnya keseimbangan ekologis

 yang  yang menghormatmenghormati i dan dan merangkul merangkul alam alam melaluimelalui
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integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada,integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada,

dan mendesain sesuai kondisi alam termasukdan mendesain sesuai kondisi alam termasuk

memprioritaskan kawasan lindung dan ruangmemprioritaskan kawasan lindung dan ruang

hijau. Keserasian dan keselarasan di IKNhijau. Keserasian dan keselarasan di IKNNusantara juga diwujudkan melaluiNusantara juga diwujudkan melalui

keterhubungan, keaktifan dan kemudahan aksesketerhubungan, keaktifan dan kemudahan akses

masyarakat di IKN Nusantara, dengan strategimasyarakat di IKN Nusantara, dengan strategi

mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga dimobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di

garis depan dengan menekankan kemudahangaris depan dengan menekankan kemudahan

berjalan kaki dan transportasi umum.berjalan kaki dan transportasi umum.

Huruf kHuruf k

Yang dimaksud denganYang dimaksud dengan ““efektivitas dan efisiensiefektivitas dan efisiensi

pemerintahanpemerintahan””  adalah bahwa setiap materi  adalah bahwa setiap materi
muatan Undang-Undang ini bertujuan untukmuatan Undang-Undang ini bertujuan untuk

mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota yangmewujudkan IKN Nusantara sebagai kota yang

nyaman dan efisien untuk tata kelolanyaman dan efisien untuk tata kelola

pemerintahan, bisnis dan penduduk melaluipemerintahan, bisnis dan penduduk melalui

informasi, komunikasi, dan teknologi, melaluiinformasi, komunikasi, dan teknologi, melalui

penerapan kota cerdas.penerapan kota cerdas.

Ayat (2)Ayat (2)

Huruf aHuruf a

Yang dimaksud dengan “kesetaraan”Yang dimaksud dengan “kesetaraan” prinsipprinsip
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untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomiuntuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi

untuk semua, sehingga terwujud pendapatan peruntuk semua, sehingga terwujud pendapatan per

kapita yang tinggi, serta rendahnya kesenjangankapita yang tinggi, serta rendahnya kesenjangan

ekonomi, serta menciptakan keharmonisan danekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan
keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf bHuruf b

Yang dimaksud dengan “keseimbangan ekologi”Yang dimaksud dengan “keseimbangan ekologi”

prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alamprinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam

termasuk memprioritaskan kawasan lindung dantermasuk memprioritaskan kawasan lindung dan

ruang hijau.ruang hijau.

Huruf cHuruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan” adalahYang dimaksud dengan “ketahanan” adalah

prinsip dalam rangka mewujudkan infrastrukturprinsip dalam rangka mewujudkan infrastruktur
perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.

Huruf dHuruf d

Yang dimaksud dengan “keberlanjutanYang dimaksud dengan “keberlanjutan

pembangunan” adalahpembangunan” adalah prinsip untukprinsip untuk

mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatanmewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan

energi terbarukan dan rendah emisi karbon.energi terbarukan dan rendah emisi karbon.

Huruf eHuruf e

Yang dimaksud dengYang dimaksud dengan “kelayakan hidup” adalahan “kelayakan hidup” adalah
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prinsip untuk menciptakan kota yang aman,prinsip untuk menciptakan kota yang aman,

nyaman, dan terjangkau.nyaman, dan terjangkau.

Huruf fHuruf f

Yang dimaksud dengan “konektivitas” adalahYang dimaksud dengan “konektivitas” adalah

prinsip dalam rangka mewujudkan kemudahanprinsip dalam rangka mewujudkan kemudahan

akses dan kecepatan, serta memprioritaskanakses dan kecepatan, serta memprioritaskan

mobilitas aktif penduduk.mobilitas aktif penduduk.

Huruf gHuruf g

Yang dimaksud dengan “kota cerdas” adalahYang dimaksud dengan “kota cerdas” adalah

prinsip yang bertujuan menciptakan kota yangprinsip yang bertujuan menciptakan kota yang

nyaman dan efisien untuk tata kelolanyaman dan efisien untuk tata kelola

pemerintahan, bisnis dan penduduk melaluipemerintahan, bisnis dan penduduk melalui
informasi, komunikasi, dan teknologi.informasi, komunikasi, dan teknologi.

Pasal 4Pasal 4

Ayat (1)Ayat (1)

Huruf aHuruf a

Pembentukan IKN Nusantara dalam Pasal iniPembentukan IKN Nusantara dalam Pasal ini

tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsitidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi

dan peran Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.dan peran Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota NegaraKedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara
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tetap berada Provinsi Daerah Khusus Ibukotatetap berada Provinsi Daerah Khusus Ibukota

 Jakarta  Jakarta sampai sampai dengan dengan dikeluarkandikeluarkannyanya

Keputusan Presiden tentang penetapanKeputusan Presiden tentang penetapan

pemindahpemindahan Ibu Kota an Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.Negara ke IKN Nusantara.

Huruf bHuruf b

Sejak Undang-Undang ini diundangkan, OtoritaSejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita

IKN Nusantara yang dibentuk berdasarkanIKN Nusantara yang dibentuk berdasarkan

ketentuan pasal ini baru akan menyelenggarakanketentuan pasal ini baru akan menyelenggarakan

dan bertanggung jawab terhadap kegiatandan bertanggung jawab terhadap kegiatan

pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,

dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita IKNdan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita IKN

Nusantara mulai menyelenggarakanNusantara mulai menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah Khusus IKN NusantaraPemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

setelah dikeluarkannya Keputusan Presidensetelah dikeluarkannya Keputusan Presiden

tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negaratentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara

ke IKN ke IKN Nusantara.Nusantara.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Pasal 5Pasal 5

Ayat (1)Ayat (1)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (2)Ayat (2)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, PemerintahanSebagai salah satu bentuk kekhususan, Pemerintahan

Daerah Khusus IKN Nusantara hanya diselenggarakanDaerah Khusus IKN Nusantara hanya diselenggarakan

oleh Otorita IKN Nusantara tanpa keberadaan Dewanoleh Otorita IKN Nusantara tanpa keberadaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku padaPerwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada

bentuk pemerintahan daerah secara umum.bentuk pemerintahan daerah secara umum.

Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (4)Ayat (4)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, kepala daerahSebagai salah satu bentuk kekhususan, kepala daerah

di IKN Nusantara tidak dipilih melalui pemilihan umumdi IKN Nusantara tidak dipilih melalui pemilihan umum

namun ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan olehnamun ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh

Presiden dengan sebelumnya berkonsultasi denganPresiden dengan sebelumnya berkonsultasi dengan

DPR.DPR.

Yang dimaksud dengan “berkonsultasi dengan DPR”Yang dimaksud dengan “berkonsultasi dengan DPR”

adalah berkonsultaadalah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR yangsi dengan alat kelengkapan DPR yang

ditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk halditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk hal

tersebut.tersebut.

Ayat (5)Ayat (5)

Yang dimaksud denYang dimaksud dengan “urusan pemerintahan pusat”gan “urusan pemerintahan pusat”
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adalah kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadiadalah kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat yang mencakup urusankewenangan Pemerintah Pusat yang mencakup urusan

pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahananpemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan

dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dandan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan
agama.agama.

 Termasuk  Termasuk lingkup lingkup fiskal fiskal nasional nasional yang yang dikecualikdikecualikan an daridari

urusan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantaraurusan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara

adalah kebijakan perpajakan yang dipungut olehadalah kebijakan perpajakan yang dipungut oleh

Pemerintah Pusat.Pemerintah Pusat.

Ayat (6)Ayat (6)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita IKNSebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita IKN

Nusantara memiliki kewenangan menetapkan sendiriNusantara memiliki kewenangan menetapkan sendiri

peraturan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahanperaturan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Khusus IKN Nusantara, kecuali peraturan yangDaerah Khusus IKN Nusantara, kecuali peraturan yang

harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimanaharus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini.diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (7)Ayat (7)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 6Pasal 6

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 7Pasal 7

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Pasal 8Pasal 8

Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undanganDengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan

 yang  yang mengatur mengatur tentang tentang pemerintahpemerintahan an daerah, daerah, di di IKNIKN
Nusantara dibentuk Nusantara dibentuk Otorita Otorita IKN IKN yang yang diberi kewenangandiberi kewenangan

untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahanuntuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan

daerah dengan daerah dengan ketentuan yang ketentuan yang diatur diatur dengan dengan Undang-Undang-

Undang ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaanUndang ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan

persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibupersiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu

Kota Negara.Kota Negara.

Pasal 9Pasal 9

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 10Pasal 10

Ayat (1)Ayat (1)

Mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN Nusantara danMekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN Nusantara dan

Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara dilakukan berbedaWakil Kepala Otorita IKN Nusantara dilakukan berbeda

dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (3)Ayat (3)

Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala OtoritaKepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita

IKN Nusantara yang pertama kali diangkat oleh PresidenIKN Nusantara yang pertama kali diangkat oleh Presiden

setelah diundangkannya Undang-Undang ini ditunjuksetelah diundangkannya Undang-Undang ini ditunjuk
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dan diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanismedan diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme

konsultasi dengan DPR sebagaimana dimaksud dalamkonsultasi dengan DPR sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 5 ayat (4).ketentuan Pasal 5 ayat (4).

Pasal 11Pasal 11

Ayat (1)Ayat (1)

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas,Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas,

wewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenaiwewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenai

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadipenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Otorita IKN Nusantara, dan pelaksanaankewenangan Otorita IKN Nusantara, dan pelaksanaan

kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibukegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu

Kota Negara.Kota Negara.

Ayat (2)Ayat (2)

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKNStruktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN

Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapanNusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan olehpelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh

Otorita IKN Nusantara. Setelah Undang-Undang iniOtorita IKN Nusantara. Setelah Undang-Undang ini

diundangkan sampai dengan tanggal penetapandiundangkan sampai dengan tanggal penetapan

pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Otoritapemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Otorita

IKN Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugasIKN Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas

dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan,dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Halpembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal

ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalamini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKNpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita IKNNusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita IKN

Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan IbuNusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu
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Kota Negara ke IKN Nusantara. Oleh karenanya,Kota Negara ke IKN Nusantara. Oleh karenanya,

struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKNstruktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN

Nusantara menyesuaikan dengan penahapanNusantara menyesuaikan dengan penahapan

pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut.pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut.

Pasal 12Pasal 12

Ayat (1)Ayat (1)

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Otorita IKNKewenangan-kewenangan yang dimiliki Otorita IKN

Nusantara merupakan kewenangannya sebagaiNusantara merupakan kewenangannya sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah denganpenyelenggara pemerintahan daerah dengan

kekhususan yang membuatnya berbeda dengankekhususan yang membuatnya berbeda dengan

pemerintahan daerah pada umumnya, namun denganpemerintahan daerah pada umumnya, namun dengan

tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 13Pasal 13

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 14Pasal 14

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 15Pasal 15

Ayat (1)Ayat (1)

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Ayat (2)Ayat (2)

Rencana Induk IKN Nusantara menjadi acuan bagiRencana Induk IKN Nusantara menjadi acuan bagi

penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tatapenyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata
Ruang KSN IKN Nusantara.Ruang KSN IKN Nusantara.

Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (4)Ayat (4)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 16Pasal 16

Ayat (1)Ayat (1)

Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan denganMekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan

memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakatmemperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat

adat.adat.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (3)Ayat (3)

Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita IKNPemberian hak pengelolaan kepada Otorita IKN

Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HATNusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT

masyarakat dan HAT masyarakat adat.masyarakat dan HAT masyarakat adat.
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Ayat (4)Ayat (4)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (5)Ayat (5)
Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (6)Ayat (6)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (7)Ayat (7)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (8)Ayat (8)

Perpanjangan dan pembaruan HAT dapat diberikanPerpanjangan dan pembaruan HAT dapat diberikan

secara sekaligus setelah 5 (lima) tahun melaksanakansecara sekaligus setelah 5 (lima) tahun melaksanakan

HAT di atas hak pengelolaan.HAT di atas hak pengelolaan.

Ayat (9)Ayat (9)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (10)Ayat (10)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (11)Ayat (11)

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Ayat (12)Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “pengalihan HAT” adalahYang dimaksud dengan “pengalihan HAT” adalah

pengalihan HAT dengan mekanisme jual beli.pengalihan HAT dengan mekanisme jual beli.

Persetujuan Kepala Otorita IKN Nusantara tidakPersetujuan Kepala Otorita IKN Nusantara tidak

dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataandimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan

terhadap kepemilikan Tanah. Pemilik yang ingin menjualterhadap kepemilikan Tanah. Pemilik yang ingin menjual

 Tanahny Tanahnya a tetap tetap dapat dapat melakukan melakukan transaksi transaksi jual jual belibeli

 Tanah,  Tanah, namun namun dengan dengan ketentuan ketentuan bahwa bahwa harusharus

berdasarkan persetujuan Kepala Otorita IKN Nusantaraberdasarkan persetujuan Kepala Otorita IKN Nusantara

dan pihak sebagai pembeli Tanahnya terbatas padadan pihak sebagai pembeli Tanahnya terbatas pada

Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Otorita IKNPemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Otorita IKN

Nusantara. Ketentuan ini ditujukan untuk menjaminNusantara. Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin

kepastian hukum dalam rangka persiapan,kepastian hukum dalam rangka persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sertapembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKNpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Nusantara.Nusantara.

Pasal 17Pasal 17

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 18Pasal 18

Ayat (1)Ayat (1)

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup padaPelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada

seluruh kegiatan pembangunan di IKN Nusantaraseluruh kegiatan pembangunan di IKN Nusantara

termasuk tetapi tidak terbatas pada analisis mengenaitermasuk tetapi tidak terbatas pada analisis mengenai

dampak lingkungan.dampak lingkungan.
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Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (3)Ayat (3)

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yangPelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

diatur dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas padadiatur dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada

IKN Nusantara, namun juga mengantisipasi pengelolaanIKN Nusantara, namun juga mengantisipasi pengelolaan

aglomerasi perkotaan di mana IKN Nusantara menjadiaglomerasi perkotaan di mana IKN Nusantara menjadi

bagian di dalamnya.bagian di dalamnya.

Pasal 19Pasal 19

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 20Pasal 20

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 21Pasal 21

Cukup jelasCukup jelas

Pasal 22Pasal 22

Ayat (1)Ayat (1)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (4)Ayat (4)
Pemerintah menyiapkan lahan untuk perwakilan negaraPemerintah menyiapkan lahan untuk perwakilan negara

asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Lahan untuk perwakilan negara asing diberikanLahan untuk perwakilan negara asing diberikan

berdasarkan asas reprositas, termasuk memberikanberdasarkan asas reprositas, termasuk memberikan

insentif yang bersifat non-material untuk prosesinsentif yang bersifat non-material untuk proses

pemindahannya ke IKN Nusantara. Diharapkan dalampemindahannya ke IKN Nusantara. Diharapkan dalam

 jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu

Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilanKota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan

organisasi/lembaga internasional sudah dapatorganisasi/lembaga internasional sudah dapat

berkedudukan di IKN Nusantara.berkedudukan di IKN Nusantara.

Ayat (5)Ayat (5)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 23Pasal 23

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 24Pasal 24

Ayat (1)Ayat (1)

huruf ahuruf a

Cukup jelas.Cukup jelas.
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huruf bhuruf b

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukanUntuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan

upaya-upaya untuk mendapatkan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumbsumber-sumberer

pendapatan lain yang sah sesuai ketentuanpendapatan lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lainperaturan perundang-undangan antara lain

berasal dari:berasal dari:

1.1.   pemanfaatan Barang Milik Negara dan/ataupemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau

pemanfaatan aset dalam penguasaan;pemanfaatan aset dalam penguasaan;

2.2.   penggunaan skema kerja sama pemerintahpenggunaan skema kerja sama pemerintah

dan badan usaha; dandan badan usaha; dan

3.3.   keikutsertaan pihak lain termasuk:keikutsertaan pihak lain termasuk:

i.i.   penugasan badan usaha milik negara;penugasan badan usaha milik negara;

ii.ii.   penguatan peran badan hukum milikpenguatan peran badan hukum milik

negara; dannegara; dan

iii.iii.   kontribusi swasta.kontribusi swasta.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (3)Ayat (3)

Rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud padaRencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaranayat ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya.pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya.

Penetapan jangka waktu untuk alokasi pendanaanPenetapan jangka waktu untuk alokasi pendanaan

program prioritas nasional dilakukan dalam rangkaprogram prioritas nasional dilakukan dalam rangka

menjaga kesinambungan fiscal dan pembangunan IKN.menjaga kesinambungan fiscal dan pembangunan IKN.
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Ayat (4)Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pajakYang dimaksud dengan “pajak  khusus  khusus” adalah pajak” adalah pajak

 yang berlak yang berlaku khusus di IKN Nuu khusus di IKN Nusantara.santara.

Yang dimaksud dengan “pungutanYang dimaksud dengan “pungutan  khusus  khusus” adalah” adalah

pungutan yang berlaku khusus di IKN Nusantarapungutan yang berlaku khusus di IKN Nusantara

termasuk pungutan terhadap layanan yang diberikantermasuk pungutan terhadap layanan yang diberikan

oleh Otorita IKN Nusantara.oleh Otorita IKN Nusantara.

Pungutan khusus di IKN Nusantara dapat menjadiPungutan khusus di IKN Nusantara dapat menjadi

penerimaan negara bukan pajak sesuai denganpenerimaan negara bukan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)Ayat (5)

Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalamPajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan berlaku secaraperaturan perundang-undangan berlaku secara mutatismutatis

mutandis mutandis  sebagai pajak khusus dan pungutan khusus di sebagai pajak khusus dan pungutan khusus di

IKN Nusantara, termasuk tetapi tidak terbatas padaIKN Nusantara, termasuk tetapi tidak terbatas pada

ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi,ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi,

dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusidasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi

daerah.daerah.

Ayat (6)Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan DPR”Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan DPR”

adalah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPRadalah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR

 yang ditun yang ditunjuk dan/atau djuk dan/atau diberi keweniberi kewenangan untuangan untuk itu.k itu.
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Ayat (7)Ayat (7)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 25Pasal 25
Ayat (1)Ayat (1)

Kepala Otorita IKN Nusantara selaku penggunaKepala Otorita IKN Nusantara selaku pengguna

anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerjaanggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja

dan anggaran IKN Nusantara dengan memperhatikandan anggaran IKN Nusantara dengan memperhatikan

antara lain Rencana Induk IKN Nusantara, RPJMNantara lain Rencana Induk IKN Nusantara, RPJMN

dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalandan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan

dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanjadengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja

negara.negara.

Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana IndukDalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk

IKN Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaianIKN Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian

anggaran/pendanaan, maka penyesuaiananggaran/pendanaan, maka penyesuaian

anggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanismeanggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme

penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan,penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan,

antara lain peraturan perundang-undangan yangantara lain peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai penyusunan rencana kerja danmengatur mengenai penyusunan rencana kerja dan

anggaran pada kementerian/lembaga.anggaran pada kementerian/lembaga.

Rencana kerja dan anggaran IKN Nusantara mencakupRencana kerja dan anggaran IKN Nusantara mencakup

rencana pendapatan dan belanja IKN Nusantara.rencana pendapatan dan belanja IKN Nusantara.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 26Pasal 26
Ayat (1)Ayat (1)

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran IKNPelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran IKN

Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanismeNusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme

anggaran pendapatan dan belanja negara.anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 27Pasal 27

Pengalihan pengelolaan Barang Milik Negara kepadaPengalihan pengelolaan Barang Milik Negara kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dimenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara ditujukan dalam rangkabidang keuangan negara ditujukan dalam rangka

optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 28Pasal 28

Ayat (1)Ayat (1)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (2)Ayat (2)

Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain meliputiPengelolaan Barang Milik Negara antara lain meliputi

kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan,kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan,

pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaianpenilaian,,

pemindahtanganan, dan penghapusan.pemindahtanganan, dan penghapusan.
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Huruf aHuruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan”Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan”

adalah pengalihan kepemilikan Barang Milikadalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

Negara.Negara.
Huruf bHuruf b

Yang dimaksud denganYang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah“pemanfaatan” adalah

pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidakpendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dandigunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi kementerian/lembaga dan/ataufungsi kementerian/lembaga dan/atau

optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidakoptimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak

mengubah status kepemilikan.mengubah status kepemilikan.

Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 29Pasal 29

Ayat (1)Ayat (1)

Huruf aHuruf a

Cukup jelas.Cukup jelas.

Huruf bHuruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasukYang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk

beauty contest beauty contest   sesuai dengan ketentuan  sesuai dengan ketentuan

peraturan peraturan perundang-perundang-undangan.undangan.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelasCukup jelas
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Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelasCukup jelas

Ayat (4)Ayat (4)
Cukup jelasCukup jelas

Ayat (5)Ayat (5)

Huruf aHuruf a

Cukup jelas.Cukup jelas.

Huruf bHuruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasukYang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk

beauty contest beauty contest   sesuai dengan ketentuan  sesuai dengan ketentuan

peraturan peraturan perundang-perundang-undangan.undangan.

Pasal 30Pasal 30

Ayat (1)Ayat (1)

Penetapan dilakukan dengan memperhatikan HATPenetapan dilakukan dengan memperhatikan HAT

masyarakat dan HAT masyarakat adat.masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Huruf aHuruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita IKNBarang Milik Negara digunakan oleh Otorita IKN

Nusantara Nusantara dan/atau kementerian/lembagdan/atau kementerian/lembaga.a.

Huruf bHuruf b

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (2)Ayat (2)

 Termasuk  Termasuk dalam dalam Barang Barang Milik Milik Negara Negara adalah adalah TanahTanah

 yang  yang sebelumnsebelumnya ya ditetapkan ditetapkan sebagai sebagai aset aset dalamdalam
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penguasaan Otorita IKN Nusantara yang kemudianpenguasaan Otorita IKN Nusantara yang kemudian

dialihkan penetapannya menjadi Barang Milik Negaradialihkan penetapannya menjadi Barang Milik Negara

karena akan digunakan untuk penyelenggaraankarena akan digunakan untuk penyelenggaraan

pemerintahan.pemerintahan.

Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 31Pasal 31

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 32Pasal 32

Huruf aHuruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita IKNBarang Milik Negara digunakan oleh Otorita IKN

Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.Huruf bHuruf b

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 33Pasal 33

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 34Pasal 34

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 35Pasal 35

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Pasal 36Pasal 36

Ayat (1)Ayat (1)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (2)Ayat (2)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (3)Ayat (3)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (4)Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Yang dimaksud dengan “kegiatan persiapan dan/ataukegiatan persiapan dan/atau

pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnyapembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya

dilaksanakan oleh kementerian/lembagadilaksanakan oleh kementerian/lembaga” adalah” adalahkegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kotakegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota

Negara yang sebelum tahun 2023 telah dilaksanakanNegara yang sebelum tahun 2023 telah dilaksanakan

oleh kementerian/lembaga dengan bekerja sama denganoleh kementerian/lembaga dengan bekerja sama dengan

pihak lain berdasarkan perjanjian tahun jamak.pihak lain berdasarkan perjanjian tahun jamak.

Apabila pada tahun 2023 masa perjanjian tahun jamakApabila pada tahun 2023 masa perjanjian tahun jamak

tersebut masih berlangsung, maka pelaksanaannyatersebut masih berlangsung, maka pelaksanaannya

dapat tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga sampaidapat tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga sampai

dengan berakhirnya masa perjanjian tahun jamak, ataudengan berakhirnya masa perjanjian tahun jamak, atau

dialihkan kepada Otorita IKN. Pelaksanaan kegiatan yangdialihkan kepada Otorita IKN. Pelaksanaan kegiatan yang

tetap dilakukan oleh kementerian/lembagatetap dilakukan oleh kementerian/lembaga

dikoordinasdikoordinasikan oleh ikan oleh Otorita IKN Otorita IKN sebagaimansebagaimana dimaksuda dimaksud
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pada ayat (3).pada ayat (3).

Ayat (5)Ayat (5)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (6)Ayat (6)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Ayat (7)Ayat (7)

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 37Pasal 37

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 38Pasal 38
Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 39Pasal 39

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 40Pasal 40

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 41Pasal 41

Cukup jelas.Cukup jelas.
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Pasal 42Pasal 42

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 43Pasal 43

Cukup jelas.Cukup jelas.

Pasal 44Pasal 44

Cukup jelas.Cukup jelas.
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PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARAPETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 JOKO WIDODO JOKO WIDODO
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